Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya Kualitas

Outcome

Output

Indikator (Tujuan,
Sasaran, Outcome,
Output)

Persentase

Definisi Operasional

Prinsip-prinsip akuntansi

Formulasi

Jumlah Dokumen

Program / Kegiatan /
Subkegiatan

Keterangan

Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Pengelolaan (SAP) yang diterapkan dalam |Pertanggungjawaban
Daerah Keuangan Daerah pengelolaan dan penyusunan |Laporan Keuangan
Sesuai Standar Laporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
Sesuai SAP / Jumlah
Perangkat Daerah x
100%
Meningkatnya Tata Kelola Persentase Perbandingan antara jumlah |Jumlah Dokumen 5.02.02 PROGRAM Kepala Bidang
Perencanaan Anggaran Perencanaan dokumen perencanaan Perencanaan Anggaran (PENGELOLAAN KEUANGAN Anggaran
Daerah Anggaran Daerah anggaran perangkat daerah |Perangkat Daerah yang ([DAERAH
Sesuai Standar (RKA, RKPA, DPA, DPPA) Disusun Tepat Waktu

yang disusun tepat waktu
dan sesuai standar dengan
jumlah perangkat daerah

dan Sesuai Standar /
Jumlah Perangkat
Daerah x 100%

Terlaksananya Persentase Perbandingan antara jumlah |Jumlah Pengalokasian |5.02.02.2.01 Koordinasi Kepala Bidang
Pengalokasian Pengalokasian pengalok n penganggaran |Penganggaran yang dan Penyusunan Rencana Anggaran
Penganggaran yang Penganggaran yang yang sesuai dengan dokumen|Sesuai Dokumen Anggaran Daerah
Sesuai Standar Sesuai Dokumen perencanaan dengan total Perencanaan / Total
Perencanaan pengalokasian penganggaran |Pengalokasian
Penganggaran x 100%
5.02.02.2.01.0001 Kepala Subbidang

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

Penyusunan Anggaran

5.02.02.2.01.0002
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Kepala Subbidang
Penyusunan Anggaran

5.02.02.2.01.0003
Koordinasi, Penyusunan
dan Verifikasi RKA-SKPD

Kepala Subbidang
Evaluasi dan Verifikasi
Anggaran

5.02.02.2.01.0004
Koordinasi, Penyusunan

Kepala Subbidang
Evaluasi dan Verifikasi

dan Verifikasi Perubahan Anggaran
RKA-SKPD

5.02.02.2.01.0005 Kepala Subbidang
Koordinasi, Penyusunan Evaluasi dan Verifikasi
dan Verifikasi DPA-SKPD Anggaran
5.02.02.2.01.0006 Kepala Subbidang
Koordinasi, Penyusunan Evaluasi dan Verifikasi
dan Verifikasi Perubahan Anggaran

DPA-SKPD

5.02.02.2.01.0007
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

Kepala Subbidang
Penyusunan Anggaran

5.02.02.2.01.0008
Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran

Kepala Subbidang
Penyusunan Anggaran

5.02.02.2.01.0009
Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Kepala Subbidang
Evaluasi dan Verifikasi
Anggaran




Indikator (Tujuan,

Program / Kegiatan /

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Sasaran, Outcome, Definisi Operasional Formulasi q Keterangan
Subkegiatan
Output)
Meningkatnya Tata Kelola Persentase Perbandingan antara jumlah |Jumlah Realisasi 5.02.02 PROGRAM Kepala Bidang

Perbendaharaan Daerah

Penyerapan Anggaran
Daerah Sesuai
Standar

realisasi anggaran daerah
sesuai standar dengan total
anggaran daerah; yang
ditargetkan meningkat dari
tahun ke tahun

Anggaran Daerah
Sesuai Standar / Total
Anggaran Daerah x
100%

PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Perbendaharaan

Meningkatnya Kualitas
Pencairan Anggaran

Persentase Pencairan
Anggaran Sesuai
Ketentuan

Perbandingan antara jumlah
pencairan anggaran yang
terealisasi sesuai ketentuan

Jumlah Pencairan
Anggaran Sesuai
Ketentuan / Total

5.02.02.2.02 Koordinasi
dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang
Perbendaharaan

dengan total p iran P iran Anggaran x
anggaran 100%
5.02.02.2.02.0001 Kepala Subbidang
Koordinasi dan Pengelolaan Penatausahaan
Kas Daerah Penerimaan,
Pembiayaan, dan Kas
Daerah
5.02.02.2.02.0003 Kepala Subbidang
Penyiapan, Pelaksanaan Penatausahaan
Pengendalian dan Belanja
Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD
5.02.02.2.02.0005 Kepala Subbidang
Koordinasi, Fasilitasi, Penatausahaan
Asistensi, Sinkronisasi, Penerimaan,
Supervisi, Monitoring dan Pembiayaan, dan Kas
Evaluasi Pengelolaan Dana Daerah
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
5.02.02.2.02.0007 Kepala Subbidang
Koordinasi dan Penyusunan Penatausahaan
Laporan Realisasi Penerimaan,
Penerimaan dan Pembiayaan, dan Kas
Pengeluaran Kas Daerah, Daerah
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
5.02.02.2.02.0009 Kepala Subbidang
Rekonsiliasi Data Penatausahaan
Penerimaan dan Penerimaan,
Pengeluaran Kas serta Pembiayaan, dan Kas
Pemungutan dan Daerah
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
5.02.02.2.02.0011 Kepala Subbidang
Pembinaan Penatausahaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Belanja
Kabupaten /Kota
Meningkatnya Tata Kelola Persentase Laporan Penyampaian Laporan - 100% jika 5.02.02 PROGRAM Kepala Bidang

Akuntansi dan Pelaporan
Daerah

Keuangan Tepat
Waktu

Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten
Ketapang ke BPK RI paling
lambat tiga bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran
(31 Maret)

penyampaian LKPD ke
BPK RI paling lambat
tanggal 31 Maret

- 0% jika penyampaian
LKPD ke BPK RI di atas
tanggal 31 Maret

PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Akuntansi dan
Administrasi
Pelaporan

Tersusunnya Laporan
Keuangan Bulanan dan
Semesteran Tepat

Waktu

Persentase Laporan
Keuangan Bulanan
dan Laporan
Keuangan Semesteran
Tepat Waktu

- Penyampaian Laporan
Keuangan Bulanan tepat
waktu (sebelum tanggal 5
bulan berikutnya)

- Penyampaian Laporan
Keuangan Semesteran tepat
waktu (sebelum tanggal 30
Juli)

Realisasi Penyampaian
Laporan Keuangan
Bulanan dan Laporan
Keuangan Semesteran
/ Waktu Penyampaian
x 100%

5.02.02.2.03 Koordinasi
dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

Kepala Bidang
Akuntansi dan
Administrasi
Pelaporan

5.02.02.2.03.0001
Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

Kepala Subbidang
Akuntansi

5.02.02.2.03.0002
Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban

Kepala Subbidang
Akuntansi

5.02.02.2.03.0003
Koordinasi Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Kepala Subbidang
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan




Indikator (Tujuan,

Program / Kegiatan /

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Sasaran, Outcome, Definisi Operasional Formulasi q Keterangan
Subkegiatan
Output)
5.02.02.2.03.0004 Kepala Subbidang
Konsolidasi Laporan Akuntansi
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0005 Kepala Subbidang
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan dan
Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban
Daerah tentang Keuangan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota
5.02.02.2.03.0006 Kepala Subbidang
Penyusunan Pelaporan dan
Tanggapan/Tindak Lanjut Pertanggungjawaban
Terhadap LHP BPK atas Keuangan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5.02.02.2.03.0010 Kepala Subbidang
Penyusunan Sistem dan Pelaporan dan
Prosedur Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Pelaporan Keuangan Keuangan
Pemerintah Daerah
5.02.02.2.03.0011 Kepala Subbidang
Pembinaan Akuntansi, Akuntansi
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten /Kota
5.02.02.2.03.0012 Kepala Subbidang
Pembinaan Pengelolaan Pelaporan dan
Keuangan BLUD Pertanggungjawaban
Kabupaten /Kota Keuangan
5.02.02.2.03.0013 Kepala Subbidang
Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi
Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Persentase Realisasi |Perbandingan antara jumlah |Jumlah Penyaluran 5.02.02 PROGRAM Sekretaris Badan
Penunjang Urusan Belanja Bantuan realisasi Belanja Bantuan Belanja Bantuan PENGELOLAAN KEUANGAN
Kewenangan Pengelolaan Keuangan, Belanja Keuangan, Belanja Tidak Keuangan, Belanja DAERAH
Keuangan Daerah Tidak Terduga, dan Terduga, dan Bagi Hasil Tidak Terduga, dan
Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang tepat |Bagi Hasil
Kabupaten/Kota yang |waktu dan tepat sasaran Kabupaten/Kota yang
Tepat Waktu dan dengan total realisasi Belanja | Tepat Waktu dan Tepat
Tepat Sasaran Bantuan Keuangan, Belanja |Sasaran / Total
Tidak Terduga, dan Bagi Penyaluran Belanja
Hasil Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga,
dan Bagi Hasil
Kabupaten/Kota x
100%
Terwujudnya Persentase Perbandingan antara : [(Jumlah Penyaluran 5.02.02.2.04 Penunjang Fungsional Perencana
Penunjang Urusan Penyerapan Belanja (i) realisasi dengan total Belanja Bantuan Urusan Kewenangan Ahli Muda
Kewenangan Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Keuangan |Keuangan / Total Pengelolaan Keuangan Sekretariat/

Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Efektif

Belanja Tidak
Terduga, dan Bagi
Hasil Kabupaten/Kota

yang dianggarkan;

(ii) realisasi dengan
kebutuhan aktual Belanja
Tidak Terduga; dan

(iii) realisasi dengan total
Bagi Hasil Kabupaten/Kota
yang dianggarkan

Belanja Bantuan
Keuangan yang
Dianggarkan) +
(Realisasi Belanja Tidak
Terduga / Kebutuhan
Aktual Belanja Tidak
Terduga) + (Realisasi
Bagi Hasil
Kabupaten/Kota /
Total Bagi Hasil
Kabupaten/Kota yang
Dianggarkan])] / 3 x

100%

Daerah

Jabatan Pelaksana

5.02.02.2.04.0008 Analisis
Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.02.2.04.0009
Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana




Indikator (Tujuan,

Program / Kegiatan /

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Sasaran, Outcome, Definisi Operasional Formulasi q Keterangan
Subkegiatan
Output)
5.02.02.2.04.0010 Fungsional Perencana
Pengelolaan Dana bagi Hasil [ Ahli Muda Sekretariat/
Kabupaten /Kota Jabatan Pelaksana
Meningkatnya Kualitas Persentase Pengeloaan Aset Daerah Jumlah Dokumen KIB Kepala Badan

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Pengelolaan Aset
Daerah Sesuai
Standar

berdasarkan inventarisasi
Barang Milik Daerah yang
tertib dan akuntabel. Hal ini
dapat dinilai melalui Kartu
Inventaris Barang (KIB),
yaitu suatu dokumen yang
digunakan untuk mencatat
dan mendata barang-barang
inventaris secara detail, yang
berisi informasi mengenai
asal-usul barang, spesifikasi
teknis (seperti merk, tipe,
kapasitas), nilai/harga, dan
data lain yang relevan untuk
inventarisasi dan
pengelolaan barang tersebut.
KIB terdiri dari KIB A - KIB
F, yakni:

- KIB A : Tanah

- KIB B : Mesin dan Peralatan
- KIB C : Gedung dan
Bangunan

- KIB D : Jalan, Irigasi, dan
Jaringan

- KIB E : Aset Tetap Lainnya
- KIB F : Konstruksi Dalam
Pengerjaan

Perangkat Daerah yang
Disampaikan Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah
Perangkat Daerah x
100%

Meningkatnya Tata Kelola
Aset Daerah

Persentase
Penambahan Nilai
Aset Tetap

Perbandingan antara
penambahan nilai aset tetap
dengan nilai aset tetap pada
periode sebelumnya

(Nilai Aset Tetap
Periode Sekarang - Nilai
Aset Tetap Periode
Sebelumnya) / Nilai
Aset Tetap Periode
Sebelumnya x 100%

5.02.03 PROGRAM
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Kepala Bidang Aset
Daerah

Meningkatnya Kualitas
Laporan Barang Milik

Daerah

Persentase
Kesesuaian
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Perbandingan antara Laporan
Barang Milik Daerah yang
disusun sesuai ketentuan
dengan total Laporan Barang
Milik Daerah yang disusun

Jumlah Laporan Barang
Milik Daerah yang
Disusun Sesuai
Ketentuan / Total
Laporan Barang Milik
Daerah yang Disusun x
100%

5.02.03.2.01 Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0001
Penyusunan Standar Harga

Kepala Subbidang
Pengelolaan Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0002
Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Kepala Subbidang
Pengelolaan Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0003
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

Kepala Subbidang
Pengelolaan Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0004
Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0005
Penatausahaan Barang
Milik Daerah

Kepala Subbidang
Pengelolaan Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0006
Inventarisasi Barang Milik
Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0007
Pengamanan Barang Milik
Daerah

Kepala Subbidang
Pengelolaan Aset
Daerah

5.02.03.2.01.0008 Penilaian
Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0009
Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah




NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan

Tujuan

Sasaran

Outcome

Output

Indikator (Tujuan,
Sasaran, Outcome,
Output)

Definisi Operasional

Formulasi

Program / Kegiatan /
Subkegiatan

Keterangan

5.02.03.2.01.0010
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik
Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0011
Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0012
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

5.02.03.2.01.0013
Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten /Kota

Kepala Subbidang
Penghapusan dan
Pelaporan Aset Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Kualitas
Pelayanan BPKAD

Nilai SAKIP BPKAD

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah adalah hasil penilaian
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
terhadap kinerja instansi
pemerintah dalam berbagai

aspek termasuk

perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi kinerja.

Hasil Penilaian Tim
Evaluasi AKIP yang
Dituangkan dalam LHE
SAKIP Perangkat
Daerah

Nilai IKM BPKAD

Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Perangkat
Daerah adalah hasil
pengukuran tingkat
kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik
yang diberikan oleh

perangkat daerah yang

bersangkutan.

Hasil Penilaian Tim
Penilai IKM Perangkat
Daerah

5.02.01 PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Sekretaris Badan

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Persentase
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
yang Diselesaikan
Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja yang
disusun oleh Subbagian
Penyusunan Program BPKAD

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja yang
Diselesaikan Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja yang
Disusun x 100%

5.02.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat

5.02.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0002
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0003
Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0004
Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0005
Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0006
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0007 Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0008
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik
Sektoral Daerah

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.01.0009
Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral
Daerah

Fungsional Perencana
Ahli Muda Sekretariat/
Jabatan Pelaksana




Indikator (Tujuan,

Program / Kegiatan /

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Sasaran, Outcome, Definisi Operasional Formulasi q Keterangan
Subkegiatan
Output)
Tersusunnya Dokumen |Persentase Jumlah Pegawai yang Jumlah Dimensi/Eleme |5.02.01.2.02 Administrasi Fungsional Analis
Pertanggungjawaban Administrasi Menerima Gaji dan n Administrasi Keuangan Perangkat Kebijakan Ahli Muda
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat |Tunjangan, serta Jumlah Keuangan yang Daerah Sekretariat
Daerah yang Tepat Daerah yang Dokumen Diselesaikan Tepat

Waktu dan Sesuai
Standar; serta
Terlaksananya
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan ASN

Diselesaikan Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

Pertanggungjawaban
Keuangan BPKAD

Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Dimensi/Elemen
Administrasi Keuangan
x 100%

5.02.01.2.02.0001
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0002
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0003
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0005
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0006
Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0007
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

5.02.01.2.02.0008
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Fungsional Analis
Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat/
Jabatan Pelaksana

Terpenuhinya
Kebutuhan dan
Pengembangan
Kompetensi Pegawai
yang Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Persentase
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah
yang Diselesaikan
Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Tingkat pemenuhan
persyaratan dasar dan
penunjang yang dibutuhkan
pegawai untuk
melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya secara
efektif dan efisien, menjaga
kesejahteraan dan motivasi
kerja, dan meningkat
kompetensi diri

Jumlah Dimensi/Eleme
n Administrasi
Kepegawaian yang
Diselesaikan Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Dimensi/Elemen
Administrasi
Kepegawaian x 100%

5.02.01.2.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.05.0002
Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.05.0003
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.05.0009
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.05.0010
Sosialisasi Peraturan

Kepala Subbagian
Umum dan

Perundang-Undangan Kepegawaian
Terpenuhinya Persentase Tingkat kelengkapan, Jumlah 5.02.01.2.06 Administrasi Kepala Subbagian
Administrasi Umum Administrasi Umum ketepatan waktu, dan Dimensi/Elemen Umum Perangkat Daerah Umum dan
Perangkat Daerah yang |Perangkat Daerah kesesuaian pelaksanaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

kegiatan Administrasi Umum
di suatu Perangkat Daerah
dengan peraturan perundang-
undangan, SOP, dan
kebutuhan organisasi

yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Dimensi/Elemen
Administrasi Umum
yang Dibutuhkan x
100%

5.02.01.2.06.0001
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.06.0004
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian




Indikator (Tujuan,

Program / Kegiatan /

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan Tujuan Sasaran Outcome Output Sasaran, Outcome, Definisi Operasional Formulasi bkesiat Keterangan
Output) Subkegiatan
5.02.01.2.06.0005 Kepala Subbagian
Penyediaan Barang Cetakan Umum dan
dan Penggandaan Kepegawaian
5.02.01.2.06.0006 Kepala Subbagian
Penyediaan Bahan Bacaan Umum dan
dan Peraturan Perundang- Kepegawaian
Undangan
5.02.01.2.06.0009 Kepala Subbagian
Penyelenggaraan Rapat Umum dan
Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian
SKPD
5.02.01.2.06.0010 Kepala Subbagian
Penatausahaan Arsip Umum dan
Dinamis pada SKPD Kepegawaian
Terpenuhinya Persentase Pengadaan | Tingkat efektivitas dan Jumlah Pengadaan 5.02.01.2.07 Pengadaan Kepala Subbagian

Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah yang Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

kepatuhan Perangkat Daerah
dalam melaksanakan seluruh
tahapan siklus pengelolaan
Barang Milik Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang
diukur melalui serangkaian

indikator yang
mencerminkan kualitas
perencanaan, pengadaan,

penatausahaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, dan
pengawasan Barang Milik
Daerah

Barang Milik Daerah
yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah
Pengadaan Barang
Milik Daerah yang
Direncanakan dalam
Kebutuhan x 100%

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.07.0002
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.07.0005
Pengadaan Mebel

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.07.0010
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.07.0011
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

Terpenuhinya Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Persentase
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

Tingkat ketersediaan,
kualitas, dan aksesibilitas
layanan jasa pendukung
yang dibutuhkan oleh
Perangkat Daerah untuk
menjalankan tugas dan
fungsinya dalam
melaksanakan urusan

pemerintahan daerah secara

efektif dan efisien

Jumlah Jenis Jasa Pen
unjang yang Tersedia T
epat Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Jenis Jasa Penunjang
yang Dibutuhkan x
100%

5.02.01.2.08 Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.08.0001
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.08.0002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.08.0004
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

Terpenuhinya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pembayaran Pajak
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang Tepat Waktu dan
Sesuai Standar

Persentase
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang Terpenuhi Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar

Layanan yang dilakukan oleh
pihak internal (unit teknis

PD) maupun eksternal

(bengkel atau penyedia jasa

pemeliharaan) untuk

menjaga dan mengembalikan
kondisi teknis Barang Milik
Daerah agar tetap berfungsi
dengan baik dan aman sesuai
dengan standar operasional,

yang diukur berdasarkan

jenis layanan yang diberikan,
frekuensi pelaksanaan, dan
tingkat kepuasan pengguna

terhadap hasil layanan

Jumlah Barang Milik
Daerah yang
Mendapatkan Layanan
Pemeliharaan Tepat
Waktu dan Sesuai
Standar / Jumlah Total
Barang Milik Daerah
yang Membutuhkan
Layanan Pemeliharaan
x 100%

5.02.01.2.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian




NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan

Tujuan

Sasaran

Outcome

Output

Indikator (Tujuan,
Sasaran, Outcome,
Output)

Definisi Operasional

Formulasi

Program / Kegiatan /
Subkegiatan

Keterangan

5.02.01.2.09.0001
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.09.0009
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.09.0010
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

5.02.01.2.09.0011
Pemeliharaan /Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Kepala Subbagian
Umum dan
Kepegawaian

Ketapang, 20 Agustus 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN

:N-KETAPANG,

NIP. 197% 212 199311 1 001




Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Indikator

Definisi Operasional

Formulasi

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

2026

2027

2028

2029

2030

PD Penanggungjawab

Subkegiatan / Output 2024
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
KEUANGAN 455.951.270.975,00 450.951.270.975,00 451.951.270.975,00 457.951.270.975,00 458.951.270.975,00
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Meni: Tata Kelola A Daerah i antara jumlah Jumlah 100,00% 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.538.793.688,00 100,00% 4.547.737.125,00 BIDANG ANGGARAN
Daerah Sesuai Standar daerah (RKA, RKPA, DPA, DPPA) yang disusun tepat waktu dan sesuai Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan
standar dengan jumlah perangkat daerah Sesuai Standar / Jumlah Perangkat Daerah x
100%
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah
T P ian P yang Sesuai F F F i antara jumlah pengalokasian penganggaran yang sesuai Jumlah Pengalokasian Penganggaran yang Sesuai 100,00% 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.471.717.920,00 100,00% 4.538.793.688,00 100,00% 4.547.737.125,00 BIDANG ANGGARAN
Standar Penganggaran yang Sesuai dengan dengan total t D P / Total P i
Dokumen Perencanaan P x 100%
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS
Tersusunnya KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS - KUA (Kebijakan Umum Anggaran) : Dokumen yang berisi gambaran umum Jumlah total Dokumen KUA dan PPAS yang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 433.208.206,00 2 Dokumen 433.208.206,00 2 Dokumen 433.208.206,00 2 Dokumen 439.706.329,00 2 Dokumen 440.572.746,00 Subbid. Penyusunan
yang Disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk arah kebijakan, prioritas, |dan ditetapkan pada tahun berjalan Anggaran
dan alokasi anggaran untuk periode tertentu.
- PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) : Dokumen yang berisi daftar
program dan kegiatan prioritas, serta batas maksimal anggaran yang
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan tersebut. PPAS menjadi
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mereka.
- KUA memuat kebijakan umum terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
sedangkan PPAS merinci alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam KUA.
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA - Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) adalah revisi atau modifikasi Jumlah total Dokumen Perubahan KUA dan 2 Dokumen 2 Dokumen 470.133.936,00 2 Dokumen 470.133.936,00 2 Dokumen 470.133.936,00 2 Dokumen 477.185.945,00 2 Dokumen 478.126.213,00 Subbid. Penyusunan
dan Perubahan PPAS yang Disusun | pada dokumen KUA yang sebelumnya telah ditetapkan, yang mencakup Perubahan PPAS yang disusun dan ditetapkan pada Anggaran
kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi dasar yang tahun berjalan
menyertainya untuk periode tertentu. Perubahan KUA ini dilakukan untuk
menyesuaikan rencana keuangan dengan kondisi aktual dan memperbaiki
kinerja satuan kerja.
- Perubahan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) adalah revisi atau
penyesuaian terhadap dokumen PPAS yang telah disusun sebelumnya, yang
dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kondisi atau kebutuhan yang
tidak terduga atau untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi
aktual.
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi |Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh SKPD (Satuan Jumlah total RKA-SKPD yang diverifikasi pada tahun| 49 Dokumen 52 Dokumen 168.207.690,00 52 Dokumen 168.207.690,00 52 Dokumen 168.207.690,00 52 Dokumen 170.730.805,00 52 Dokumen 171.067.221,00 Subbid. Evaluasi dan
Kerja Perangkat Daerah) untuk satu tahun anggaran, yang berisi rencana berjalan Verifikasi Anggaran
program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
yang menjadi dasar penyusunan APBD
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang | Dokumen yang memuat perubahan terhadap RKA-SKPD yang telah ditetapkan |Jumlah total Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi | 49 Dokumen 52 Dokumen 100.098.894,00 | 52 Dokumen 100.098.894,00 | 52 Dokumen 100.098.894,00 | 52 Dokumen 101.600.377,00 | 52 Dokumen 101.800.575,00 | Subbid. Evaluasi dan
Diverifikasi sebelumnya. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya penyesuaian terhadap |pada tahun berjalan Verifikasi Anggaran
target kinerja program dan kegiatan, serta perubahan alokasi anggaran. Tujuan
penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD adalah untuk memastikan
efisiensi penggunaan anggaran, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan
dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi |Dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap Satuan |Jumlah total DPA-SKPD yang diverifikasi pada tahun| 49 Dokumen 52 Dokumen 348.404.594,00 52 Dokumen 348.404.594,00 52 Dokumen 348.404.594,00 52 Dokumen 353.630.663,00 52 Dokumen 354.327.472,00 Subbid. Evaluasi dan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan berjalan Verifikasi Anggaran
anggaran oleh pengguna anggaran
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang |Dokumen yang memuat perubahan terhadap DPA-SKPD yang telah ditetapkan |Jumlah total Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi 49 Dokumen 52 Dokumen 153.664.600,00 52 Dokumen 153.664.600,00 52 Dokumen 153.664.600,00 52 Dokumen 155.969.569,00 52 Dokumen 156.276.898,00 Subbid. Evaluasi dan
Diverifikasi sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pada tahun berjalan Verifikasi Anggaran
pengguna anggaran
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan [Jumlah Peraturan Daerah tentang - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Jumlah total Peraturan Daerah tentang APBD dan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.139.000.000,00 2 Dokumen 1.139.000.000,00 2 Dokumen 1.139.000.000,00 2 Dokumen 1.156.085.000,00 2 Dokumen 1.158.363.000,00 Subbid. Penyusunan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD APBD dan Peraturan Kepala Daerah |Peraturan daerah yang menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Anggaran
tentang Penjabaran APBD daerah, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perda ini dibahas |yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah : Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk lebih detail
mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perbup ini
menjelaskan bagaimana APBD yang sudah disetujui oleh DPRD
iimpl \tasikan dalam dan program pemerintahan daerah.
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan [Jumlah Peraturan Daerah tentang - Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah total Peraturan Daerah tentang Perubahan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.259.000.000,00 2 Dokumen 1.259.000.000,00 2 Dokumen 1.259.000.000,00 2 Dokumen 1.277.885.000,00 2 Dokumen 1.280.403.000,00 Subbid. Penyusunan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |Perubahan APBD dan Peraturan Daerah : Peraturan Daerah yang menetapkan perubahan pada rencana APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Kepala Daerah tentang Penjabaran | keuangan tahunan pemerintah daerah. Perubahan ini biasanya terjadi karena |Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan
Perubahan APBD adanya perkembangan yang tidak terduga atau kebutuhan yang mendesak ditetapkan pada tahun berjalan
yang tidak tercover dalam APBD awal.
- Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah : Peraturan Bupati yang mengatur rincian perubahan pada
anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
DPRD dan Bupati melalui Perda Perubahan APBD. Perubahan ini bertujuan
untuk menyesuaikan kebijakan keuangan dan kebutuhan daerah, sehingga
anggaran dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
5.02.02.2.01.0009 Koordi i dan Peny n
Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Dokumen Regulasi serta Kebijakan pada Bidang Anggaran seperti Peraturan Jumlah total Dokumen Regulasi serta Kebijakan 3 Dokumen 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 406.000.000,00 1 Dokumen 406.800.000,00 Subbid. Evaluasi dan

Kebijakan Bidang Anggaran

Bupati mengenai Standar Biaya Masukan, Penyertaan Modal, Perjalanan
Dinas, dan lain-lain.

Bidang Anggaran yang disusun dan ditetapkan pada
tahun berjalan

Verifikasi Anggaran




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

Subkegiatan / Output Indikator Definisi Operasional Formulasi 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PD Penanggungjawab
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan Daerah P Penyerap. P antara jumlah realisasi anggaran daerah sesuai standar dengan |Jumlah Realisasi Anggaran Daerah Sesuai Standar 93,01% 93,50% 2.886.946.633,00 94,00% 2.886.946.633,00 94,50% 2.886.946.633,00 95,00% 2.930.250.831,00 96,00% 2.936.024.726,00 BIDANG
Daerah Sesuai Standar total anggaran daerah; yang ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun / Total Anggaran Daerah x 100% PERBENDAHARAAN

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah

Meni. itas P i A P P i A P i antara jumlah i yang i sesuai Jumlah P Sesuai K / 100,00% 100,00% 2.886.946.633,00 100,00% 2.886.946.633,00 100,00% 2.886.946.633,00 100,00% 2.930.250.831,00 100,00% 2.936.024.726,00 BIDANG
Sesuai Ketentuan dengan total i Total Pencairan Anggaran x 100% PERBENDAHARAAN

5.02.02.2.02.0001 Koordi i dan P lolaan

Kas Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Jumlah total Dokumen Hasil Koordinasi dan 72 Dokumen 72 Dokumen 259.717.760,00 72 Dokumen 259.717.760,00 72 Dokumen 259.717.760,00 72 Dokumen 263.613.526,00 72 Dokumen 264.132.962,00 | Subbid. Penatausahaan

dan Pengelolaan Kas Daerah

Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggur ban, dan 1 keuangan daerah, terutama terkait
penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan penempatan uang daerah.

Pengelolaan Kas Daerah yang disusun pada tahun
berjalan

Penerimaan,
Pembiayaan, dan Kas
Daerah

5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan
SPD

Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

- Anggaran Kas : Perkiraan arus kas masuk dan keluar untuk memastikan
ketersediaan dana yang cukup dalam mendanai kegiatan.

- Surat Penyediaan Dana (SPD) : Dokumen yang menyatakan tersedianya dana
untuk suatu kegiatan dan menjadi dasar penerbitan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP).

Jumlah total Dokumen Anggaran Kas dan SPD yang
diterbitkan pada tahun berjalan

2500 Dokumen

628 Dokumen

236.705.130,00

628 Dokumen

236.705.130,00

628 Dokumen

236.705.130,00

628 Dokumen

240.255.707,00

628 Dokumen

240.729.117,00

Subbid. Penatausahaan
Belanja

5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya

- Dana Perimbangan adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK).

- Dana Transfer Lainnya (DTL) adalah dana lain yang dialokasikan dari APBN ke
daerah, selain Dana Perimbangan. DTL ini meliputi berbagai jenis dana seperti
Dana Hibah, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat, dan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

Jumlah total Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya yang disusun pada tahun berjalan

875 Dokumen

598 Dokumen

269.227.695,00

598 Dokumen

269.227.695,00

598 Dokumen

269.227.695,00

598 Dokumen

273.266.110,00

598 Dokumen

273.804.566,00

Subbid. Penatausahaan
Penerimaan,
Pembiayaan, dan Kas
Daerah

5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi [Jumlah Laporan Realisasi - Proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan koordinasi dan Jumlah total Laporan Realisasi Penerimaan dan 48 Laporan 60 Laporan 573.325.230,00 60 Laporan 573.325.230,00 60 Laporan 573.325.230,00 60 Laporan 581.925.108,00 60 Laporan 583.071.759,00 | Subbid. Penatausahaan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, |Penerimaan dan Pengeluaran Kas penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Penerimaan,
dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran | Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Pembiayaan, dan Kas
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pelaksanaan Penyetoran PFK. Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang Daerah
Pemungutan /Pemotongan dan - Dana Perhitungan Fihak Ketiga (Dana PFK) - Sejumlah dana yang diperoleh |disusun pada tahun berjalan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga | pemerintah pusat dari pungutan dan/atau hasil pemotongan
(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi | gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil
dalam rangka Penyusunan Laporan | pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI),
Realisasi Penerimaan dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan dan anggota Dewan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan | Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau pegawai pemerintah dengan perjanjian
Aliran Kas, dan Pelaksanaan kerja (PPPK) atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) dan
Pemungutan/Pemotongan dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga | pungutan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau
(PFK) pemerintah daerah.
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
F gutan dan P tongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran |Jumlah Dokumen Hasil Rek ili - Proses k dan penyesuaian data keuangan antara dua pihak yang Jumlah total Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data 24 Dokumen 24 Dokumen 275.970.818,00 24 Dokumen 275.970.818,00 24 Dokumen 275.970.818,00 24 Dokumen 280.110.380,00 24 Dokumen 280.662.322,00 | Subbid. Penatausahaan
Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Data Penerimaan dan Pengeluaran | berbeda, antara satuan kerja (SKPD) atau lembaga dengan instansi terkait Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Penerimaan,
Instansi Terkait Kas serta Pemungutan dan (seperti bank atau lembaga keuangan lainnya), yang bertujuan untuk dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Pembiayaan, dan Kas
Pemotongan atas SP2D dengan memastikan akurasi data keuangan, mengidentifikasi perbedaan atau yang disusun pada tahun berjalan Daerah
Instansi Terkait kesalahan pencatatan, dan menyesuaikan catatan keuangan. Dalam proses
rekonsiliasi, data penerimaan dan pengeluaran kas dibandingkan dan
disesuaikan untuk memastikan bahwa catatan keuangan akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.
- Pemungutan dan pemotongan atas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
dengan instansi terkait merujuk pada proses pengurangan atau pemotongan
dana yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait dari
jumlah dana yang akan dicairkan melalui SP2D, yang dilakukan untuk
beberapa tujuan, misalnya pemotongan pajak atas pendapatan yang diterima
oleh pihak tertentu dan pemotongan dana untuk kepentingan negara, seperti
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam proses ini, instansi terkait akan
melakukan pemotongan atas dana yang dicairkan melalui SP2D sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Sisanya kemudian akan diberikan kepada pihak yang
berhak menerima dana tersebut.
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Jumlah Orang yang Mengikuti Proses pengawasan, bimbingan, dan peningkatan kapasitas untuk mengelola Jumlah total orang yang mengikuti Pembinaan 196 Orang 600 Orang 1.272.000.000,00 600 Orang 1.272.000.000,00 600 Orang 1.272.000.000,00 600 Orang 1.291.080.000,00 600 Orang 1.293.624.000,00 | Subbid. Penatausahaan
Pemerintah Kabupaten /Kota Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel; salah satunya melalui |Penatausahaan Keuangan Pemerintah Belanja
Keuangan Pemerintah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diadakan oleh | Kabupaten /Kota
Kabupaten /Kota BPKAD setiap tahunnya.
Meni Tata Kelola A i dan P Daerah |P L Tepat | Peny ian L P Daerah (LKPD) Kabupaten - 100% jika penyampaian LKPD ke BPK RI paling 100,00% 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.658.262.160,00 100,00% 38.665.470.559,00 | BIDANG AKUNTANSI
Waktu Ketapang ke BPK RI paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun lambat tanggal 31 Maret DAN ADMINISTRASI
anggaran (31 Maret) - 0% jika penyampaian LKPD ke BPK RI di atas PELAPORAN
tanggal 31 Maret
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
T L dan F L -F jan L tepat waktu (sebelum tanggal 5 isasi P ian Laporan 100,00% 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.604.199.173,00 100,00% 3.658.262.160,00 100,00% 3.665.470.559,00 | BIDANG AKUNTANSI
Tepat Waktu Bulanan dan Laporan Keuangan bulan berikutnya) dan L / Waktu DAN ADMINISTRASI
Semesteran Tepat Waktu - Peny ian L tepat waktu (; tanggal |P ian x 100% PELAPORAN
30 Juli)
5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan |Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang |Jumlah total Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan 2 Laporan 12 Laporan 274.000.000,00 12 Laporan 274.000.000,00 12 Laporan 274.000.000,00 12 Laporan 278.110.000,00 12 Laporan 278.658.000,00 Subbid. Akuntansi

dan Pengeluaran Kas Daerah

Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah

terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas Pemerintah Daerah

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
yang disusun pada tahun berjalan

5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

Subkegiatan / Output Indikator Definisi Operasional Formulasi 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PD Penanggungjawab
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Jumlah Dokumen Hasil Rek ili Proses pen )! dan penyesuaian catatan akuntansi dengan dokumen Jumlah total Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 1 Dokumen 4 Dokumen 186.000.000,00 4 Dokumen 186.000.000,00 4 Dokumen 186.000.000,00 4 Dokumen 188.790.000,00 4 Dokumen 189.162.000,00 Subbid. Akuntansi
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO,  |dan Verifikasi Aset, Kewajiban, pendukung atau sumber lain untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian | Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
dan Beban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, data keuangan terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban
Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban yang disusun pada tahun berjalan
Beban
5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |Jumlah Laporan Laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Jumlah total Laporan Pertanggungjawaban 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000,00 12 Laporan 450.000.000,00 12 Laporan 450.000.000,00 12 Laporan 456.750.000,00 12 Laporan 457.650.000,00 | Subbid. Pelaporan dan
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Pertanggungjawaban Pelaksanaan dalam bulanan, triwulanan, dan semesteran. Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Pertanggungjawaban
APBD Bulanan, Triwulanan dan - Laporan Bulanan : Laporan ini disusun setiap bulan untuk memantau Semesteran yang disusun pada tahun berjalan Keuangan
Semesteran realisasi anggaran dan mengidentifikasi potensi permasalahan dalam
pelaksanaan APBD.
- Laporan Triwulanan : Laporan ini disusun setiap tiga bulan untuk
mengevaluasi kemajuan aan APBD dan mengidentifikasi area yang
memerlukan perbaikan.
- Laporan Semesteran : Laporan ini disusun setiap enam bulan untuk menilai
kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD dan memberikan
rekomendasi untuk perbaikan.
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Jumlah Laporan Keuangan SKPD, Laporan yang menyajikan gambaran keuangan pemerintah daerah secara Jumlah total Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD, 7 Laporan 7 Laporan 506.059.529,00 7 Laporan 506.059.529,00 7 Laporan 506.059.529,00 7 Laporan 513.650.422,00 7 Laporan 514.662.541,00 Subbid. Akuntansi
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BLUD dan Laporan Keuangan menyeluruh, mencakup seluruh entitas yang terkait, seperti: Pemerintah BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah yang Daerah, SKPD, dan BLUD yang disusun pada tahun berjalan
Terkonsolidasi
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumlah Rancangan Peraturan - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Jumlah total Rancangan Peraturan Daerah tentang 3 Dokumen 3 Dokumen 1.029.000.000,00 3 Dokumen 1.029.000.000,00 | 3 Dokumen 1.029.000.000,00 3 Dokumen 1.044.435.000,00 | 3 Dokumen 1.046.493.000,00 | Subbid. Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan |Daerah tentang Pertanggungjawaban |Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : Dokumen Raperda yang mengatur Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  |Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Keuangan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala daerah di tingkat kabupaten /kota. Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Daerah tentang Penjabaran - Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  |Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota : Dokumen pada tahun berjalan
APBD Kabupaten /Kota Raperkada yang mengatur tentang penjabaran detail pertanggungjawaban
I anggaran pend dan belanja daerah di tingkat
kabupaten/kota, yang memberikan informasi yang lebih detail kepada
stakeholders.
5.02.02.2.03.0006 Penyusunan
Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK
atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Tersedianya Tanggapan /Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas |Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak | Dokumen tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Jumlah total Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 | 1 Dokumen 150.000.000,00 | 1 Dokumen 150.000.000,00 | 1 Dokumen 152.250.000,00 | 1 Dokumen 152.550.000,00 | Subbid. Pelaporan dan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lanjut Terhadap LHP BPK atas laporan keuangan. Tindak lanjut ini biasanya mencakup : Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban
Laporan Pertanggungjawaban - Menindaklanjuti rekomendasi BPK Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Keuangan
Pelaksanaan APBD - Mengimplementasikan perbaikan berdasarkan temuan BPK disusun pada tahun berjalan
- Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada BPK
5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan
Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Jumlah Sistem dan Prosedur Kerangka-kerangka yang menghubungkan prosedur atau urutan pekerjaan Jumlah total Dokumen Sistem dan Prosedur 1 Dokumen 1 Dokumen 150.646.548,00 1 Dokumen 150.646.548,00 1 Dokumen 150.646.548,00 1 Dokumen 152.906.246,00 1 Dokumen 153.207.539,00 | Subbid. Pelaporan dan
Keuangan Pemerintah Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan |yang sesuai degan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan akuntansi | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah pemerintahan berbasis akrual Daerah yang disusun pada tahun berjalan Keuangan
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Jumlah total orang yang mengikuti Pembinaan 456 Orang 483 Orang 558.000.000,00 483 Orang 558.000.000,00 483 Orang 558.000.000,00 483 Orang 566.370.000,00 483 Orang 567.486.000,00 Subbid. Akuntansi
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan |aparatur pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, meningkatkan | Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban Pemerintah kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota akuntabilitas, serta memastikan bahwa pemerintah daerah dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan sumber daya kepada
publik dan stakeholders.
5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang |Kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Jumlah total BLUD Kabupaten /Kota yang Dibina 25 Lembaga 25 Lembaga 150.000.000,00 25 Lembaga 150.000.000,00 25 Lembaga 150.000.000,00 25 Lembaga 152.250.000,00 25 Lembaga 152.550.000,00 | Subbid. Pelaporan dan
Kabupaten /Kota Dibina pengelolaan keuangan BLUD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pertanggungjawaban
serta memastikan bahwa BLUD dapat mengelola keuangan dengan efektif dan Keuangan
efisien. Pembinaan ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan kompetensi aparatur BLUD dalam mengelola keuangan
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BLUD
5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan
Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah |Jumlah Laporan Statistik Keuangan |- Statistik Keuangan Pemerintah : Suatu sistem pelaporan yang menghasilkan |Jumlah total Laporan Statistik Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 150.493.096,00 12 Laporan 150.493.096,00 12 Laporan 150.493.096,00 12 Laporan 152.750.492,00 12 Laporan 153.051.479,00 Subbid. Akuntansi
pada Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah pada data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan |Pemerintahan Daerah pada Pemerintah
Pemerintah Kabupaten /Kota sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Kabupaten /Kota yang disusun pada tahun berjalan
Keuangan Pemerintah Indonesia.
- Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) : Laporan yang disusun dalam
rangka pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi selama suatu periode
berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah.
Meningkatnya Tata Kelola P ji Urusan P i Belanja Perbandingan antara jumlah i Belanja K Belanja Jumlah P Belanja K 100,00% 100,00% 421.608.397.469,35 100,00% 416.293.397.469,00 100,00% 417.293.397.469,00 100,00% 422.538.023.431,00 100,00% 423.370.640.226,00 | SEKRETARIAT BPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah Bantuan Keuangan, Belanja Tidak |Tidak Terduga, dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan tepat |Belanja Tidak Terduga, dan Bagi Hasil
‘Terduga, dan Bagi Hasil sasaran dengan total i Belanja Belanja Tidak Kabupaten/Kota yang Tepat Waktu dan Tepat
Kabupaten/Kota yang Tepat Waktu |Terduga, dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota Sasaran / Total Penyaluran Belanja Bantuan
dan Tepat Sasaran Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Bagi Hasil
Kabupaten/Kota x 100%
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Terwujudnya P Urusan F F Penyerapan Belanja Perbandingan antara : [(Jumlah Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan / 99,53% 100,00% 421.608.397.469,35 100,00% 416.293.397.469,00 100,00% 417.293.397.469,00 100,00% 422.538.023.431,00 100,00% 423.370.640.226,00 SUBBAGIAN
Keuangan Daerah yang Efektif Bantuan Keuangan, Belanja Tidak (i) realisasi dengan total Belanja K yang di: 8 Total Belanja Bantuan Keuangan yang PENYUSUNAN
‘Terduga, dan Bagi Hasil (ii) realisasi dengan kebutuhan aktual Belanja Tidak Terduga; dan Dianggarkan) + (Realisasi Belanja Tidak Terduga / PROGRAM
Kabupaten/Kota (iii) realisasi dengan total Bagi Hasil /Kota yang di K Aktual Belanja Tidak Terduga) +
i Bagi Hasil /Kota / Total Bagi
Hasil K /Kota yang Di /3x
100%




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

Subkegiatan / Output Indikator Definisi Operasional Formulasi 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PD Penanggungjawab
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan  |Jumlah Laporan Hasil Analisis Penyaluran bantuan keuangan kepada desa, baik berupa ADD maupun DD.  |Jumlah total Laporan Penyaluran Bantuan 1 Laporan 1 Laporan 395.187.383.600,00 1 Laporan 395.187.383.600,00 1 Laporan 395.187.383.600,00 1 Laporan 401.115.194.354,00 1 Laporan 401.905.569.121,00 | Subbag. Penyusunan
Keuangan Perencanaan dan Penyaluran - Alokasi Dana Desa (ADD): Bantuan keuangan dari pemerintah Keuangan (DD dan ADD) yang disusun pada tahun Program
Bantuan Keuangan kabupaten /kota kepada desa untuk mendanai pembangunan dan kegiatan berjalan
desa.
- Dana Desa (DD): Bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada desa
untuk mendanai pembangunan dan kegiatan desa.
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | Dana yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan mendesak dan darurat di |Jumlah total Laporan Hasil Pengelolaan Dana 1 Laporan 1 Laporan 18.421.013.869,35 1 Laporan 13.106.013.869,00 1 Laporan 14.106.013.869,00 1 Laporan 13.302.829.077,00 1 Laporan 13.329.071.105,00 | Subbag. Penyusunan
Dana Darurat dan Mendesak daerah, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, dll) dan keadaan darurat Darurat dan Mendesak yang disusun pada tahun Program
lainnya berjalan
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan | Bagian alokasi dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jumlah total Laporan Dana Bagi Hasil Pajak dan 4 Laporan 2 Laporan 8.000.000.000,00 2 Laporan 8.000.000.000,00 2 Laporan 8.000.000.000,00 2 Laporan 8.120.000.000,00 2 Laporan 8.136.000.000,00 | Subbag. Penyusunan
Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota Desa, terdiri dari : Dana Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Program
- Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Desa yang disusun pada tahun berjalan
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten /Kota Kepada Pemerintah Desa
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah Persentase Penambahan Nilai Aset [P i antara nilai aset tetap dengan nilai aset tetap (Nilai Aset Tetap Periode Sekarang - Nilai Aset 6,65% 4,50% 3.892.981.000,00 5,20% 3.892.981.000,00 5,50% 3.892.981.000,00 5,80% 3.951.375.715,00 6,00% 3.959.161.677,00 | BIDANG ASET DAERAH
Tetap pada periode sebelumnya Tetap Periode Sebelumnya) / Nilai Aset Tetap
Periode Sebelumnya x 100%
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah P Peny P i antara Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang 100,00% 100,00% 3.892.981.000,00 100,00% 3.892.981.000,00 100,00% 3.892.981.000,00 100,00% 3.951.375.715,00 100,00% 3.959.161.677,00 | BIDANG ASET DAERAH
Laporan Barang Milik Daerah dengan total L Barang Milik Daerah yang disusun Disusun Sesuai Ketentuan / Total Laporan Barang
Milik Daerah yang Disusun x 100%
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga
Tersedianya Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun |Standar Harga Satuan (SHS) : Harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan Jumlah total Standar Harga yang disusun pada 2 Dokumen 2 Dokumen 667.581.000,00 2 Dokumen 667.581.000,00 2 Dokumen 667.581.000,00 2 Dokumen 677.594.715,00 2 Dokumen 678.929.877,00 Subbid. Pengelolaan
dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah tahun berjalan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang
Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Jumlah Standar Barang Milik Daerah |- Standar Barang : i barang yang sebagai acuan Jumlah total Standar Barang Milik Daerah dan 0 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00 1 Dokumen 150.000.000,00 1 Dokumen 152.250.000,00 1 Dokumen 152.550.000,00 Subbid. Pengelolaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik | perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam acuan perencanaan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Aset Daerah
Daerah kebutuhan. disusun pada tahun berjalan
- Standar Kebutuhan : Satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan
perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang |Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) : Dokumen perencanaan |Jumlah total Rencana Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 1 Dokumen 35.000.000,00 1 Dokumen 35.000.000,00 1 Dokumen 35.525.000,00 1 Dokumen 35.595.000,00 Subbid. Pengelolaan
Milik Daerah kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Daerah yang disusun pada tahun berjalan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Seperangkat aturan, pedoman, dan prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Jumlah total Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.000.000,00 1 Dokumen 25.375.000,00 1 Dokumen 25.425.000,00 | Subbid. Penghapusan
Barang Milik Daerah Daerah untuk mengelola Barang Milik Daerah secara efektif dan efisien. Daerah yang disusun pada tahun berjalan dan Pelaporan Aset
Daerah
5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Jumlah total Laporan Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 25.375.000,00 1 Laporan 25.425.000,00 Subbid. Pengelolaan
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daerah yang disusun pada tahun berjalan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi |Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil Jumlah total Laporan Hasil Inventarisasi Barang 1 Laporan 1 Laporan 102.700.000,00 1 Laporan 102.700.000,00 1 Laporan 102.700.000,00 1 Laporan 104.240.500,00 1 Laporan 104.445.900,00 | Subbid. Penghapusan
(LHI) Barang Milik Daerah pendataan Barang Milik Daerah. Milik Daerah yang disusun pada tahun berjalan dan Pelaporan Aset
Daerah
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan |Kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah Jumlah total Laporan Hasil Pengamanan Barang 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000.000,00 1 Laporan 1.500.000.000,00 1 Laporan 1.500.000.000,00 1 Laporan 1.522.500.000,00 1 Laporan 1.525.500.000,00 | Subbid. Pengelolaan
Barang Milik Daerah berupa pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum | Milik Daerah yang disusun pada tahun berjalan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian Jumlah total Laporan Hasil Penilaian Barang Milik 1 Laporan 1 Laporan 378.020.000,00 1 Laporan 378.020.000,00 1 Laporan 378.020.000,00 1 Laporan 383.690.300,00 1 Laporan 384.446.340,00 Subbid. Penghapusan
Barang Milik Daerah dan Hasil berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu Daerah yang disusun pada tahun berjalan dan Pelaporan Aset
Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
Daerah
5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan |Kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pengelolaan Jumlah total Laporan Hasil Pengawasan dan 1 Laporan 1 Laporan 343.580.000,00 1 Laporan 343.580.000,00 1 Laporan 343.580.000,00 1 Laporan 348.733.700,00 1 Laporan 349.420.860,00 | Subbid. Penghapusan
Barang Milik Daerah dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dan Pelaporan Aset
Barang Milik Daerah yang berlaku. disusun pada tahun berjalan Daerah
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi |- Optimalisasi : Upaya untuk menggunakan Barang Milik Daerah secara efektif |Jumlah total Dokumen Hasil Optimalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 170.000.000,00 1 Dokumen 170.000.000,00 1 Dokumen 170.000.000,00 1 Dokumen 172.550.000,00 1 Dokumen 172.890.000,00 | Subbid. Penghapusan

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah

Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan,
dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

dan efisien untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.
- Pemanfaatan : Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

-F indat : Pengalihan Barang Milik Daerah.

- Pemusnahan : Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang
Milik Daerah.

- Penghapusan : Tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah yang disusun pada tahun berjalan

dan Pelaporan Aset
Daerah




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

Subkegiatan / Output Indikator Definisi Operasional Formulasi 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PD Penanggungjawab
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi | Kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan transaksi pembukuan |Jumlah total Laporan Rekonsiliasi Barang Milik 12 Laporan 12 Laporan 209.100.000,00 12 Laporan 209.100.000,00 12 Laporan 209.100.000,00 12 Laporan 212.236.500,00 12 Laporan 212.654.700,00 | Subbid. Penghapusan
Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan |Barang Milik Daerah berdasarkan dokumen sumber yang sama; pencocokan Daerah yang disusun pada tahun berjalan dan Pelaporan Aset
Barang Milik Daerah data antara data keuangan dan data pembukuan aset, yang bertujuan untuk Daerah
memastikan bahwa data yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah akurat dan sesuai dengan data aset yang ada.
5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah | Laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari laporan barang pengelola Jumlah total Laporan Barang Milik Daerah yang 1 Laporan 1 Laporan 172.000.000,00 1 Laporan 172.000.000,00 1 Laporan 172.000.000,00 1 Laporan 174.580.000,00 1 Laporan 174.924.000,00 | Subbid. Penghapusan
yang Disusun dan laporan Pengguna Barang secara semesteran dan tahunan. disusun pada tahun berjalan dan Pelaporan Aset
Daerah
5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan  |Jumlah total orang yang mengikuti Pembinaan 75 Orang 78 Orang 115.000.000,00 78 Orang 115.000.000,00 78 Orang 115.000.000,00 78 Orang 116.725.000,00 78 Orang 116.955.000,00 | Subbid. Penghapusan
Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan Barang Milik | kesadaran aparatur pemerintah daerah dalam mengelola aset dacrah secara | Pengelolaan Barang Milik Dacrah Pemerintah dan Pelaporan Aset
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |efektif dan efisien. Kabupaten /Kota Daerah
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meni. A ilitas Kinerja dan itas P Nilai SAKIP BPKAD Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil Sistem A Hasil P Tim i AKIP yang 58,95 (CC) 72 (BB) 19.487.028.779,65 76 (BB) 19.802.028.780,00 80 (BB) 19.802.028.780,00 86 (A) 20.334.565.150,00 92 (AA) 20.472.236.662,00 | SEKRETARIAT BPKAD
BPKAD Kinerja Instansi P (SAKIP) kinerja Di dalam LHE SAKIP Perangkat Daerah
dalam i aspek dan i
kinerja.
Nilai IKM BPKAD Nilai Indeks K M (IKM) P Daerah adalah hasil Hasil Penilaian Tim Penilai IKM Perangkat Daerah 78,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00
tingkat y pelay publik yang
diberikan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
T Dok dan P P Jumlah Dok P P dan i Kinerja yang Jumlah Dok P P 100,00% 100,00% 304.163.660,00 100,00% 319.163.660,00 100,00% 319.163.660,00 100,00% 323.726.115,00 100,00% 324.334.442,00 SUBBAGIAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan P dan i Kinerja |di oleh Subbagian Peny Program BPKAD dan Kinerja yang Tepat PENYUSUNAN
Sesuai Standar Perangkat Daerah yang Diselesaikan Waktu dan Sesuai Standar / Jumlah Total PROGRAM
Tepat Waktu dan Sesuai Standar Dok P P dan
Evaluasi Kinerja yang Disusun x 100%
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari Renja dan Renstra |Jumlah total Dokumen Perencanaan BPKAD yang 2 Dokumen 2 Dokumen 41.000.000,00 | 2 Dokumen 41.000.000,00 | 2 Dokumen 41.000.000,00 | 2 Dokumen 41.615.000,00 | 3 Dokumen 41.697.000,00 | Subbag. Penyusunan
Perangkat Daerah (Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir) serta Renja Perubahan  |disusun pada tahun berjalan Program
tahun berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Penyusunan Program BPKAD
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen RKA BPKAD yang direncanakan, di-input dalam aplikasi SIPD-RI, Jumlah total Dokumen RKA BPKAD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.075.000,00 1 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi dan ditetapkan pada tahun anggaran yang berkenaan dan ditetapkan pada tahun berjalan Program
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen Perubahan RKA- |Dokumen Perubahan dan Penyempurnaan RKA BPKAD yang direncanakan, di- [Jumlah total Dokumen Perubahan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.075.000,00 1 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Penyusunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD [SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi |input dalam aplikasi SIPD-RI, dan ditetapkan pada tahun anggaran yang Penyempurnaan RKA BPKAD yang disusun dan Program
Penyusunan Dokumen Perubahan berkenaan ditetapkan pada tahun berjalan
RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen DPA BPKAD yang direncanakan, di-input dalam aplikasi SIPD-RI, Jumlah total Dokumen DPA BPKAD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.075.000,00 1 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi dan ditetapkan pada tahun anggaran yang berkenaan dan ditetapkan pada tahun berjalan Program
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dokumen Perubahan dan Penyempurnaan DPA BPKAD yang direncanakan, di- [Jumlah total Dokumen Perubahan dan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 1 Dokumen 5.075.000,00 1 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Penyusunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD [SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi |input dalam aplikasi SIPD-RI, dan ditetapkan pada tahun anggaran yang Penyempurnaan DPA BPKAD yang disusun dan Program
Penyusunan Dokumen Perubahan berkenaan ditetapkan pada tahun berjalan
DPA-SKPD
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan |Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD tahun berjalan |Jumlah total Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 8 Laporan 8 Laporan 198.163.660,00 8 Laporan 198.163.660,00 8 Laporan 198.163.660,00 8 Laporan 201.136.115,00 8 Laporan 201.532.442,00 [ Subbag. Penyusunan
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan |yang terdiri dari Laporan Evaluasi Renja Triwulanan dan Laporan Evaluasi Realisasi Kinerja BPKAD yang disusun pada tahun Program
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |Laporan Hasil Koordinasi Rencana Aksi Triwulanan berjalan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi Kinerja BPKAD yang terdiri dari data dukung penyusunan  |Jumlah total Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 4 Laporan 4 Laporan 45.000.000,00 4 Laporan 45.000.000,00 4 Laporan 45.000.000,00 4 Laporan 45.675.000,00 4 Laporan 45.765.000,00 | Subbag. Penyusunan
Perangkat Daerah LPPD & LKPJ, LKjIP, serta penilaian SAKIP dan SPIP Daerah berupa data dukung penyusunan LPPD & Program
LKPJ, LKjIP, serta penilaian SAKIP dan SPIP BPKAD
yang disusun pada tahun berjalan
5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Hasil Dokumen yang berisi data pendukung statistik sektoral daerah yang telah Jumlah total Dokumen Data Pendukung Statistik 0 Dokumen 0 Dokumen = 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 10.000.000,00 1 Dokumen 10.000.000,00 Subbag. Penyusunan
Daerah Penyelenggaraan Walidata melalui proses validasi; yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan Sektoral Daerah yang disusun pada tahun berjalan Program
Pendukung Statistik Sektoral Daerah lolaan data yang di ikan oleh produsen data, serta
penyebarluasannya.
Walidata merujuk pada instansi pusat/daerah yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemeriksaan, dan 1ol data yang di oleh
produsen data, serta menyebarluaskan data.
5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral Daerah
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jumlah total Data Statistik Sektoral Daerah yang 0 Data 0 Data = 2 Data 5.000.000,00 2 Data 5.000.000,00 2 Data 5.000.000,00 2 Data 5.000.000,00 Subbag. Penyusunan
Daerah yang Telah Dikumpulkan dan |instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas- dikumpulkan, diperiksa, dikelola, dan Program
Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok disebarluaskan pada tahun berjalan
Pemerintah Daerah yang bersangkutan
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5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
T Dok P P A i Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan, serta Jumlah Jumlah Dimensi/Elemen Administrasi Keuangan 100,00% 100,00% 14.217.801.886,65 100,00% 14.217.801.887,00 100,00% 14.217.801.887,00 100,00% 14.431.068.916,00 100,00% 14.459.504.519,00 SUBBAGIAN
Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar; Perangkat Daerah yang Di i k P K BPKAD yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar KEUANGAN
serta Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu dan Sesuai Standar / Jumlah Total Dimensi/Elemen Administrasi
Keuangan x 100%
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Pegawai (ASN) yang menerima gaji dan tunjangan selama satu tahun Jumlah total pegawai yang menerima gaji dan 57 Orang/Bulan | 60 Orang/Bulan 13.638.902.586,65 | 60 Orang/Bulan 13.638.902.587,00 | 60 Orang/Bulan 13.638.902.587,00 | 60 Orang/Bulan 13.843.486.126,00 | 60 Orang/Bulan 13.870.763.931,00 Subbag. Keuangan
dan Tunjangan ASN tunjangan pada tahun berjalan
5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan |Dokumen daftar tambahan penghasilan ASN Jumlah total dokumen daftar tambahan penghasilan 12 Dokumen 12 Dokumen 5.000.000,00 12 Dokumen 5.000.000,00 12 Dokumen 5.000.000,00 12 Dokumen 5.075.000,00 12 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Keuangan
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ASN selama satu tahun
5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan tahun berjalan (SPJ Jumlah total Dokumen Pertanggungjawaban 12 Dokumen 12 Dokumen 440.352.000,00 12 Dokumen 440.352.000,00 12 Dokumen 440.352.000,00 12 Dokumen 446.957.280,00 12 Dokumen 447.837.984,00 Subbag. Keuangan
Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan |Fungsional) Keuangan Bulanan pada tahun berjalan
SKPD
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD tahun sebelumnya yang disusun di  |Jumlah total Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 51.442.300,00 1 Laporan 51.442.300,00 1 Laporan 51.442.300,00 1 Laporan 52.213.935,00 1 Laporan 52.316.819,00 Subbag. Keuangan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Laporan Hasil tahun berjalan BPKAD tahun sebelumnya
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan |Dokumen penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan BPK (semesteran) dan Jumlah total Dokumen Bahan Tanggapan 6 Dokumen 6 Dokumen 5.000.000,00 6 Dokumen 5.000.000,00 6 Dokumen 5.000.000,00 6 Dokumen 5.075.000,00 6 Dokumen 5.085.000,00 Subbag. Keuangan
Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Inspektorat (triwulanan) beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat selama satu
Pemeriksaan tahun
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ |Laporan Keuangan Semesteran BPKAD tahun berjalan Jumlah total Laporan Keuangan Semesteran BPKAD 1 Laporan 1 Laporan 39.000.000,00 1 Laporan 39.000.000,00 1 Laporan 39.000.000,00 1 Laporan 39.585.000,00 1 Laporan 39.663.000,00 Subbag. Keuangan
Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan tahun berjalan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Koordinasi Penyusunan
Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD tahun berjalan Jumlah total Laporan Analisis Prognosis Realisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 38.105.000,00 1 Dokumen 38.105.000,00 1 Dokumen 38.105.000,00 1 Dokumen 38.676.575,00 1 Dokumen 38.752.785,00 Subbag. Keuangan
Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran yang disusun pada tahun berjalan
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Terpenuhinya Kebutuhan dan i A ini Tingkat dasar dan yang dibutuhkan Jumlah Dimensi/Elemen Administrasi 100,00% 100,00% 458.000.000,00 100,00% 458.000.000,00 100,00% 458.000.000,00 100,00% 464.870.000,00 100,00% 465.786.000,00 SUBBAGIAN UMUM
Pegawai yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar Kepegawaian Perangkat Daerah pegawai untuk tugas dan j ya secara efektif ian yang Di Tepat Waktu dan DAN KEPEGAWAIAN
yang Diselesaikan Tepat Waktu dan |dan efisien, menjaga kesejahteraan dan motivasi kerja, dan meningkat Sesuai Standar / Jumlah Total Dimensi/Elemen
Sesuai Standar kompetensi diri Administrasi Kepegawaian x 100%
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta |Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk |Jumlah total paket Pakaian Dinas beserta Atribut 200 Paket 100 Paket 88.000.000,00 100 Paket 88.000.000,00 100 Paket 88.000.000,00 100 Paket 89.320.000,00 100 Paket 89.496.000,00 | Subbag. Umum dan
Atribut Kelengkapan memperoleh dan menyediakan pakaian dinas beserta seluruh atribut Kelengkapan yang disediakan pada tahun berjalan Kepegawaian
kelengkapannya yang dibutuhkan oleh pegawai sesuai dengan standar,
i i, dan peraturan yang berlaku
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pengumpulan, pencatatan, Jumlah total Dokumen Pendataan dan Pengolahan 5 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000,00 | 5 Dokumen 20.000.000,00 | 5 Dokumen 20.000.000,00 | 5 Dokumen 20.300.000,00 | 5 Dokumen 20.340.000,00 | Subbag. Umum dan
Kepegawaian Pengolahan Administrasi penyimpanan, pemeliharaan, pembaruan, dan pengolahan data serta informasi | Administrasi Kepegawaian yang disusun pada tahun Kepegawaian
Kepegawaian yang berkaitan dengan seluruh aspek yang menyangkut status, hak, berjalan
kewajiban, dan pengembangan karier pegawai, yang bertujuan untuk
menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk
mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan |Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas | Kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, Jumlah total pegawai yang mengikuti pendidikan 10 Orang 10 Orang 150.000.000,00 10 Orang 150.000.000,00 10 Orang 150.000.000,00 10 Orang 152.250.000,00 10 Orang 152.550.000,00 | Subbag. Umum dan
Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti pengetahuan, efisiensi, penciptaan nilai, dan sikap kerja pegawai, yang dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi pada tahun Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berjalan
5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh BPKAD  |Jumlah total orang yang mengikuti Sosialisasi 600 Orang 80 Orang 200.000.000,00 80 Orang 200.000.000,00 80 Orang 200.000.000,00 80 Orang 203.000.000,00 80 Orang 203.400.000,00 | Subbag. Umum dan
Sosialisasi Peraturan Perundang- terkait tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian
Undangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
T A Umum P Daerah yang Persentase Administrasi Umum Tingkat kel 'k waktu, dan Jumlah Dimensi/Elemen Administrasi Umum yang 100,00% 100,00% 1.960.000.000,00 100,00% 1.960.000.000,00 100,00% 1.960.000.000,00 100,00% 1.989.400.000,00 100,00% 1.993.320.000,00 SUBBAGIAN UMUM
Tepat Waktu dan Sesuai Standar Perangkat Daerah yang Tt A Umum di suatu Perangkat Daerah dengan peraturan | Terpenuhi Tepat Waktu dan Sesuai Standar / DAN KEPEGAWAIAN
Tepat Waktu dan Sesuai Standar perundang-undangan, SOP, dan kebutuhan organisasi Jumlah Total Dimensi/Elemen Administrasi
Umum yang Dibutuhkan x 100%
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Paket Komponen Instalasi  |Seluruh proses pengadaan dan penyerahan berbagai material dan peralatan  [Jumlah total Paket Komponen Instalasi 14 Paket 14 Paket 30.000.000,00 14 Paket 30.000.000,00 14 Paket 30.000.000,00 14 Paket 30.450.000,00 14 Paket 30.510.000,00 |  Subbag. Umum dan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan listrik yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, atau memelihara Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Kepegawaian
Kantor yang Disediakan sistem instalasi listrik dan penerangan di dalam bangunan kantor disediakan pada tahun berjalan
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor |Seluruh proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, Jumlah total Paket Bahan Logistik Kantor yang 89 Paket 89 Paket 360.000.000,00 89 Paket 360.000.000,00 89 Paket 360.000.000,00 89 Paket 365.400.000,00 89 Paket 366.120.000,00 Subbag. Umum dan

yang Disediakan

pendistribusian, dan pengelolaan berbagai barang dan perlengkapan logistik
yang rutin dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional dan
administrasi di lingkungan kantor

disediakan pada tahun berjalan

Kepegawaian

5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /

Baseline Tahun

Target dan Pagu Indikatif Tahun

Subkegiatan / Output Indikator Definisi Operasional Formulasi 2024 2026 2027 2028 2029 2030 PD Penanggungjawab
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan | Seluruh proses perencanaan, pengadaan, produksi, dan penyerahan berbagai |Jumlah total Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 12 Paket 300.000.000,00 12 Paket 300.000.000,00 12 Paket 300.000.000,00 12 Paket 304.500.000,00 12 Paket 305.100.000,00 | Subbag. Umum dan
Penggandaan yang Disediakan dokumen dan materi tercetak serta hasil penggandaan yang dibutuhkan untuk |Penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan Kepegawaian
mendukung kegiatan operasional dan administrasi di lingkungan instansi,
yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan yang sesuai dengan kebutuhan, dalam jumlah yang tepat,
dengan kualitas yang memadai, dan dengan biaya yang efisien
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan |Penyediaan dan pengelolaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah total Dokumen Bahan Bacaan dan 24 Dokumen 24 Dokumen 50.000.000,00 | 24 Dokumen 50.000.000,00 | 24 Dokumen 50.000.000,00 | 24 Dokumen 50.750.000,00 | 24 Dokumen 50.850.000,00 | Subbag. Umum dan
Undangan Peraturan Perundang-Undangan undangan pada Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi dan |Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Kepegawaian
yang Disediakan referensi yang relevan dengan pekerjaan atau bidang tugas terkait pada tahun berjalan
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan  |Serangkaian kegiatan formal dan terstruktur yang ditunjuk dan difasilitasi oleh |Jumlah total Laporan Penyelenggaraan Rapat 60 Laporan 60 Laporan 1.200.000.000,00 60 Laporan 1.200.000.000,00 60 Laporan 1.200.000.000,00 60 Laporan 1.218.000.000,00 60 Laporan 1.220.400.000,00 | Subbag. Umum dan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi pimpinan, yang bertujuan untuk membahas isu-isu strategis, operasional, dan |Koordinasi dan Konsultasi yang disusun pada tahun Kepegawaian
SKPD lintas sektoral, serta memperoleh masukan, saran, dan kesepakatan dari unit- |berjalan
unit kerja di internal SKPD dan/atau pihak eksternal terkait, guna
mendukung pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan
program/kegiatan, dan penyelesaian permasalahan secara efektif dan efisien
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan | Proses pengelolaan arsip yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu Jumlah total Dokumen Penatausahaan Arsip 1 Dokumen 12 Dokumen 20.000.000,00 | 12 Dokumen 20.000.000,00 | 12 Dokumen 20.000.000,00 | 12 Dokumen 20.300.000,00 | 12 Dokumen 20.340.000,00 | Subbag. Umum dan
Arsip Dinamis pada SKPD organisasi atau lembaga, yang masih digunakan secara aktif dalam kegiatan Dinamis yang disusun pada tahun berjalan Kepegawaian
sehari-hari, yang bertujuan untuk mengorganisasi arsip dengan baik,
mempermudah akses dan pencarian informasi, menjamin keamanan dan
integritas arsip, dan mendukung efisiensi kerja
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah P P P Barang Milik | Tingkat ivitas dan P Daerah dalam melaksanakan |Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang 100,00% 100,00% 210.000.000,00 100,00% 510.000.000,00 100,00% 510.000.000,00 100,00% 513.150.000,00 100,00% 513.570.000,00 SUBBAGIAN UMUM
Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Daerah Penunjang Urusan seluruh tahapan siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Terpenuhi Tepat Waktu dan Sesuai Standar / DAN KEPEGAWAIAN
Standar Pemerintah Daerah yang Terpenuhi yang berlaku, yang diukur melalui Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang
Tepat Waktu dan Sesuai Standar yang i i Di dalam K x 100%
i i dan peng: Barang Milik Daerah
5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau Jumlah total unit Kendaraan Dinas Operasional atau 0 Unit 0 Unit - 1 Unit 300.000.000,00 1 Unit 300.000.000,00 1 Unit 300.000.000,00 1 Unit 300.000.000,00 Subbag. Umum dan
Operasional atau Lapangan yang menambah kepemilikan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  |Lapangan yang disediakan pada tahun berjalan Kepegawaian
Disediakan Jabatan baru bagi organisasi atau instansi sesuai dengan kebutuhan
operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.02.01.2.07.0005 P daan Mebel
Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau Jumlah total unit mebel yang disediakan pada tahun 41 Unit 30 Unit 40.000.000,00 25 Unit 40.000.000,00 20 Unit 40.000.000,00 15 Unit 40.600.000,00 10 Unit 40.680.000,00 | Subbag. Umum dan
menambah kepemilikan mebel (perabot) baru bagi organisasi atau instansi berjalan Kepegawaian
sesuai dengan kebutuhan ruang, fungsi, dan standar yang ditetapkan
5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Unit Sarana dan Prasarana | Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Gedung 10 Unit 10 Unit 133.000.000,00 10 Unit 133.000.000,00 10 Unit 133.000.000,00 10 Unit 134.995.000,00 10 Unit 135.261.000,00 | Subbag. Umum dan
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan menambah kepemilikan sarana (peralatan, perlengkapan) dan prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kepegawaian
Lainnya yang Disediakan (fasilitas fisik pendukung) baru untuk Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |pada tahun berjalan
sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunan, standar teknis, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor [Jumlah Unit Sarana dan Prasarana |Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Pendukung 10 Unit 10 Unit 37.000.000,00 7 Unit 37.000.000,00 5 Unit 37.000.000,00 3 Unit 37.555.000,00 3 Unit 37.629.000,00 Subbag. Umum dan
atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau menambah kepemilikan sarana (peralatan, perlengkapan) dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kepegawaian
Bangunan Lainnya yang Disediakan | (fasilitas fisik pendukung) yang secara spesifik dibutuhkan untuk menunjang |disediakan pada tahun berjalan
fungsi operasional dan kenyamanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
di luar sarana dan prasarana utama yang terkait langsung dengan fungsi inti
bangunan
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
T inya Jasa P Urusan intahan Daerah |P P iaan Jasa Tingkat i dan ibilitas layanan jasa pendukung Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang Tersedia Tepat 100,00% 100,00% 1.605.000.000,00 100,00% 1.605.000.000,00 100,00% 1.605.000.000,00 100,00% 1.869.305.938,00 100,00% 1.971.213.393,00 | SUBBAGIAN UMUM
yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar P j Urusan P yang di oleh kat Daerah untuk menjalankan tugas dan Waktu dan Sesuai Standar / Jumlah Total Jenis DAN KEPEGAWAIAN
Daerah yang Terpenuhi Tepat i dalam lak \! urusan intahan daerah secara efektif |Jasa Penunjang yang Dibutuhkan x 100%
Waktu dan Sesuai Standar dan efisien
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Seluruh proses pengelolaan dan penanganan surat-menyurat dinas yang Jumlah total Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 1 Laporan 5.075.000,00 1 Laporan 5.085.000,00 Subbag. Umum dan
Surat Menyurat masuk dan keluar di lingkungan organisasi/instansi, termasuk penerimaan, |Menyurat yang disusun pada tahun berjalan Kepegawaian
pencatatan, pendistribusian, pengiriman, dan pengarsipan surat, baik dalam
bentuk fisik maupun elektronik, dengan tujuan untuk memastikan informasi
terdoku 1tasi dengan baik, ter kepada pihak yang tepat secara
efisien dan efektif, serta mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Seluruh proses 1ol P d dan p liharaan layanan Jumlah total Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 1 Laporan 12 Laporan 550.000.000,00 12 Laporan 550.000.000,00 12 Laporan 550.000.000,00 12 Laporan 558.250.000,00 12 Laporan 559.350.000,00 Subbag. Umum dan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan komunikasi (telepon, internet), sumber daya air (air bersih), dan listrik yang Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun pada Kepegawaian
Listrik yang Disediakan dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional dan aktivitas di tahun berjalan
lingkungan organisasi/instansi, yang bertujuan untuk memastikan
ketersediaan, keandalan, dan keberlanjutan layanan-layanan tersebut dengan
kualitas yang memadai dan biaya yang efisien
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa  |Seluruh rangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh unit kerja atau Jumlah total Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan 12 Laporan 1.050.000.000,00 12 Laporan 1.050.000.000,00 12 Laporan 1.050.000.000,00 12 Laporan 1.305.980.938,00 12 Laporan 1.406.778.393,00 | Subbag. Umum dan
Pelayanan Umum Kantor yang petugas yang bertanggung jawab dalam lingkungan kantor, untuk memenuhi |Umum Kantor yang disusun pada tahun berjalan Kepegawaian
Disediakan kebutuhan dasar dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari seluruh
pegawai/pengguna kantor, melalui penyediaan layanan yang bersifat umum,
rutin, dan esensial, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang
nyaman, aman, bersih, dan produktif




Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /
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Target dan Pagu Indikatif Tahun
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Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
T inya Jasa Pemelih Biaya Pemelih dan Pemelih Barang Lay yang dilakukan oleh pihak internal (unit teknis PD) maupun Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapatkan 100,00% 100,00% 732.063.233,00 100,00% 732.063.233,00 100,00% 732.063.233,00 100,00% 743.044.181,00 100,00% 744.508.308,00 | SUBBAGIAN UMUM
Pembayaran Pajak Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunjang Urusan 1 1 (bengkel atau penyedia jasa lih untuk jaga dan Layanan Pemeliharaan Tepat Waktu dan Sesuai DAN KEPEGAW AIAN
Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Standar |Pemerintahan Daerah yang mengembalikan kondisi teknis Barang Milik Daerah agar tetap berfungsi Standar / Jumlah Total Barang Milik Daerah yang
Terpenuhi Tepat Waktu dan Sesuai |dengan baik dan aman sesuai dengan standar operasional, yang diukur M L Pemelih x 100%
Standar berdasarkan jenis layanan yang diberikan, frek i dan
tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil layanan
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas | Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kendaraan Jumlah total unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 39 Unit 44 Unit 440.000.000,00 44 Unit 440.000.000,00 44 Unit 440.000.000,00 44 Unit 446.600.000,00 44 Unit 447.480.000,00 Subbag. Umum dan
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |atau Kendaraan Dinas Jabatan yang |perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tetap berfungsi dengan baik, Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Kepegawaian
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |aman, dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan dibayarkan pajaknya pada tahun berjalan
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan |Jumlah Gedung Kantor dan Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental Jumlah total unit Gedung Kantor dan Bangunan 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 1 Unit 200.000.000,00 1 Unit 200.000.000,00 1 Unit 203.000.000,00 1 Unit 203.400.000,00 Subbag. Umum dan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang untuk mempertahankan kondisi fisik dan fungsi Gedung Kantor dan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun Kepegawaian
Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya agar tetap laik pakai, aman, dan sesuai dengan standar berjalan
yang di 1
5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Gedung 42 Unit 42 Unit 52.000.000,00 42 Unit 52.000.000,00 42 Unit 52.000.000,00 42 Unit 52.780.000,00 42 Unit 52.884.000,00 Subbag. Umum dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi fisik serta fungsi Sarana dan |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kepegawaian
Lainnya yang Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya agar tetap berfungsi dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan
Dipelihara/Direhabilitasi optimal, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental Jumlah total unit Sarana dan Prasarana Pendukung 40 Unit 40 Unit 40.063.233,00 40 Unit 40.063.233,00 40 Unit 40.063.233,00 40 Unit 40.664.181,00 40 Unit 40.744.308,00 Subbag. Umum dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Pendukung Gedung Kantor atau untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi fisik serta fungsi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kepegawaian
Bangunan Lainnya yang Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya agar tetap dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan
Dipelihara/Direhabilitasi berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
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